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ABSTRAK

SRI WULANDARI. Dampak Doi’ Pateka’ Terhadap Peningkatan Gadai
Sawah Pada Masyarakat Kanang Kab. Polman. (Analisis Hukum Ekonomi Islam),
(dibimbing oleh Dr. H. Mahsyar, M. Ag. dan Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.l, M. HI).

Doi’ Pateka’ menurut pandangan masyarakat Kanang Kab. Polman diartikan
sebagai uang belanja yakni uang yang diharuskan diberikan oleh calon suami kepada
pihak keluarga calon istri. Pokok masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
penerapan Doi’ Pateka’ pada masyarakat Kanang Kab. Polman, 2) Bagaimana
dampak Doi’ Pateka’ terhadap pelaksanaan. gadai sawah pada masyarakat Kanang
Kab. Polman. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Doi’ Pateka’
pada masyarakat Kanang Kab. Polman.

Jenis penelitian ini menggunakan field research dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif, data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara
dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak Doi’ Pateka’ Terhadap
Peningkatan Gadai Sawah Pada Masyarakat Kanang Kab. Polman. Yakni
mendatangkan dampak positif dan juga dampak negatif dimana dampak positifnya
yaitu orang yang mau menikah tapi Poi’ Pateka’ atau uang belanjanya tidak cukup
atau memang tidak ada, bisa melakukan transaksi gadai dan tidak perlu melakukan
pinjaman ke instansi seperti bank atau pegadaian. Dan adapun dampak negatifnya
yakni orang yang ingin menggadaikan sawahnya karena ingin menikah tidak terlalu
memperhatikan yang namanya tata cara transaksi gadai. Kemudian tinjauan hukum
Islam mengenai Doi’ Pateka’ yang didapatkan dengan cara menggadaikan sawah
hukumnya adalah mubah yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang
melarang. Kemudian pemanfaatan barang gadai baik oleh Rahin maupun Murtahin
menurut ulama hukumnya boleh apabila mendapat izin dari masing-masing pihak.

Implikasi dari penelitian_ini adalah dalam.penentuan jumlah Doi’ Pateka’
sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga tidak ada lagi
kasus menggadaikan sawahnya karna jumlah Doi’ Pateka’ terlalu tinggi. Pernikahan
adalah sesuatu yang sakral dan merupakan Sunnah Rasulullah SAW, maka sebaik-
baik ibadah adalah yang di ridhoi dan tidak memberatkan kedua belah pihak yang
melakukan pernikahan.

Kata Kunci: Dampak, Doi* Rateka’, Gadarsawah, Hukum Islam.

xi



DAFTAR ISl
HALAMAN SAMPUL. ..ot i
HALAMAN JUDUL.....cciiiiii s i
HALAMAN PENGAJUAN ..o e iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .........ccccoooiiiiiiiiiicccee e iv
HALAMAN PERSETUJUAN . ettt Y
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUIL......cc.cite i Vi

ND
Latar Belak
Rumusan M .

Tujuan Pﬁ

2.1 Penelitian Terdahulu ....5 ... e 9
2.2 TINJAUAN TEOMIS ...veviiiieiiiiiieeiiee et e 11
2.2.1 Teori PErkKaWINaN ..........ccccoieiiiiiiiesceie e s 11
2.2.2 TEOM UIT oo e 22
2.2.3 Hukum EKonomi ISlam..........ccccooiiiiiiniiiicccc e 25

xii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



2.2.4 TEOM GAUAI......ceiviiereiiiisieeee et 34
2.2.5 Perjanjian Menurut Kitab UU Perdata............ccccccceevveieieennenn, 39
2.3 Tinjauan Konseptual .........cccccccveiiiieiiiie e 41
2.4 KerangKa PIKIT ........ccvoiiiiiiieie e e 42

BAB Il  METODE PENELITIAN oot e e oo 44
3.1.JeNiS PENEIILIAN .oeeeei e et e e s 44

DAN HASIL PENELITIAN.........cco e e 50

Batetangnga ........c.covvoveiiieiiiiiein e e 50

Doi’ Pateka’ yang dilaku anang Kab.

Dampak Doi’ P. awah  pada

Masyarakat Kanang Kab. Polman.................c.ccocoiiiiind o 63

BABY  PENUTUP ..o e 77
5.1 KeSIMPUIAN......eiitieiice e e 77
5.2 SAIAN it e 78

DAFTAR PUSTAKA .o s 79
LAMPIRAN

xiii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR TABEL
No.
Judul Tabel Halaman
Tabel
1 Kondisi Geografis 53
2 Keadaan 54

13l

PAREPARE

Xiv

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR GAMBAR
NO JUDUL GAMBAR HALAMAN
1 Bagan Kerangka Pikir 43

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

57

PAREPARE

XV

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR LAMPIRAN

NO. Lampiran JUDUL LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2 Surat 1zin Meneliti dari PEMDA Polman
Lampiran 3 eneliti dari Desa Batetangnga

Lampiran 4

PAREPARE

XVi

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam

kehidupan manusia. Perkawinan pakan wunsur yang akan meneruskan

kelangsungan kehidupan m akat di bumi ini, perkawinan

menyebabkan adanya enimbulkan keluarga yang

nantinya akan ber menjadi kerabat rakat, oleh karena itu

tujuan yang

kawinan terdapat beber
tersebut, diantaranya arat. Rukun

u perbuatan hukum, ter gkut dengan

an tersebut dari segi ata tersebut

uanya merup esuatu yang

tidak boleh
1 atau tidak
n itu adalah
sesuatu unsur yang
mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak
merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat

yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri

sendiri dalam arti tidak merupakan Kriteria dari unsur-unsur rukun.
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Fenomena Doi’ Pateka’ atau uang belanja selalu jadi topik pembahasan yang
tidak ada habisnya, mengingat perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting dalam
kehidupan manusia sebagai awal terbentuknya sebuah keluarga. Namun perihal Doi’

Pateka’ kerap kali menimbulkan masalah terutama bagi kaum Adam. Tradisi Doi’

Pateka’ yang diwajibkan oleh pih arga perempuan cenderung membebani

pihak laki-laki mengingat j ang ditentukan tidak sedikit dan

bahkan seringkali nilai Doi’ Pateka’ dise dengan strata pendidikan si

arga dan faktor-faktor lain

rikan oleh pihak me i pada pihak

tersebut ditujukan u ja uhan pesta

rus dipahami bahwa D : erahkan oleh

calon s I ada orang tua calon istri. S akan bahwa

ersebut  dan
jakan untuk
A grup musik
onsumsi dan
Kelebihan Doi’
Pateka’ yang tidak habis terpakai akan' dipegang oleh orang tua. Akan tetapi pada

umumnya semua Doi’ Pateka’ tersebut akan habis terpakai untuk keperluan pesta

Ylgbal Ardianto, Uang panai’ “Sebuah Kajian: Antara Tradisi dan Gengsi” (Bandung:
Mujahid Press, 2016), h. 30.
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pernikahan. Adapun anaknya akan mendapatkan sebagian dari total Doi’ Pateka’
tersebut jika tidak habis terpakai. Bagian anak pun terserah orang tuanya. Apakah
akan memberikan semuanya atau tidak, itu menjadi otoritas orang tua si calon istri.

Walaupun dalam kenyataannya orang tua tetap memberikan sebagian kepada anaknya

untuk dipergunakan sebagai bekal pannya yang baru. Secara sosial wanita

mempunyai kedudukan yang Secara keseluruhan Doi’ Pateka’
aki kepada calon istrinya

an dan rumah tangoga. lain dari Doi’ Pateka’

orang tua
enuhi kebutuhan, men verhubungan
dengan ntunya yang mempuny. pua ,. Seseorang
inta bantuan dari kera nya. bukan tidak
-sama sedang membutuhkan
akukan oleh
baik pada
akan bahwa
manusia di

ang-piutang untuk

suatu kepercayaan dari orang yang 'berpiutang, maka orang yang berhutang

%|gbal, Moh. Uin Sunan Ampel Surabaya http://digilib.uinsby.ac.id/10229/4/bab3.pdf.html
tgl 14 desember 2018).
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http://digilib.uinsby.ac.id/10229/4/bab3.pdf.html

menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan
tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai
oleh penerima gadai (yang berpiutang). Gadai dalam tradisi islam, pada dasarnya

bukan sesuatu hal yang baru, bahkan sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam

pengertian yang lebih sederhana rah i) adalah suatu kontrak hutang piutang

dengan jaminan harta.®> De ang dikenal dalam Figh Islam
g oleh sebagian ahli Figh

a tidak menimbulkan

n dan kekal

mberi arti tertahan. Se r gadai (Ar-

enyerahkan barang g

orang yang

ut Murtahin, barang g dan Sighat

pengertian mi  bahwa mengalami

yang sangat pes ggadaikan benda ( ) baik yang

un yang tid

antuan. DprimnaEMsnlErjadi sua

jalan kelua orang yang

uatan untuk

*Wahbah Az-Zuhaili, At-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu (Suria: Dar al-Fikri,1989), h. 180.
*Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), h. 105
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dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan
menebusnya kembali.’

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Bagarah/2:283;

Lo
Zo. AA L £. 7 8. 177 A
L\a.suvg.,a.auu.f‘ /;L% f }f L.:K‘ju\.?qujJMuLCﬁ..gQJﬂ’
Leaiemy oy saugadl 15 o ,’Ls_’,t&f:,y L;,m ;5;‘13

nai) sedang
ada barang
ang dipe 3 g Ka ka sebagian
ebagi percayai itu

) epada Allah

lah kamu (para saksi) i saksian. Dan
yembunyikan, maka ses i3 orang yang

2

\llah maha mengetahui a an”.

a lain, maka

ijjual boleh dijaminkan

(digada 3arang gaPaAtheEJMIE tangan o ng memberi

dak menjadi

*Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Cet. IV (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 28.
®Abdur Rahman, Muamalah: syariah 111, h. 73.

"Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf, Kunci Figih Syafi’l Alih Bahasa: Hafiz Abdullah
(Semarang : CV As-syifa, 1992), h. 146.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Menurut hukum adat pemegang gadai tidak dapat menuntut pemilik tanah
untuk menebus tanah gadainya. Oleh karenanya jika pemegang gadai membutuhkan
uang dia dapat menempuh dua jalan yaitu dengan “mengalihkan gadai” atau dengan

cara “menganakkan gadai” yaitu menggadaikan tanah gadai itu lagi kepada orang

lain atas persetujuan pemilik tan adai menurut hukum adat merupakan

perjanjian pokok yang berdiri akan dengan jual lepas.’

Akad peng kan untuk mendapatkan

kepastian dan menj g. Tujuannya bukan u umbuhkan harta, karena
, meskipun

rsebut maka

ini ada tang mendatangkan manfaa utang yang

man h riba.°

 figi yang menghutangi ua nta manfaat

ginya, bahwa hutang piuta jib d likan sesuai

penerimaa akad tanp
Masalah

sarkan urprktntEInglnLEnaka yan likan pokok

ambah atau

®Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat , Cet | (Bandung: Mandar Maju, 1992), h.

226.

%Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprensif, Cet | (Jakarta: Kencana, 2012), h. 136.
5ayyid Sabiq, Figih Sunnah (PT. Pena Pundi Aksara, 2011), h. 127-128.

“Abd ar-Rahman Al jam Kitab Al-figih, Ala Maziahibal-4rba’ah (Darr al-Fikr al-Arabi:
Maktabah at-Tijari, 1990), h. 339.
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1.2.1. Bagaimana penerapan Doi’ Pateka’ oleh masyarakat Kanang Kabupaten
Polewali Mandar?
1.2.2. Bagaimana dampak Doi’ Pateka’ terhadap pelaksanaan gadai sawah pada

masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar?

1.2.3. Bagaimana tinjauan hukum genai dampak Doi’ Pateka’ terhadap

peningkatan gadai anang Kabupaten Polewali

Mandar ?
1.3. Tujuan Peneliti

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3. Bagaimana tinjauan huk i dampak

ateka’ terhadap penigkatan gadali 3 t Kanang
ten Polewali Mand

1.4. Ke( Penelitian

1.4.1. t Teoritis

1. Hasi litian mPl“amrErF\A RlErikan pe

an kepada

elaksanakan

2. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya
yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, sehingga mampu menghasilkan

penelitian yang lebih baik lagi dan lebih mendalam.
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1.4.2. Manfaat Praktis
1. Bagi peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai

sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan Doi’

Pateka Terhadap Peningkatan G yang sesuai dengat syariat Islam
2. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini getahuan serta kesadaran

melaksanakan sistem g ai dengan syariat agama

n menjadi masukan b
i sawah berdasarkan pri ngan begitu,

an yang sehat dan mem Allah swit.

13l
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Tahir yang berjudul “Kadar Mahar dan

Dui’ Menre’ Perkawinan Pada Mas t Bugis Kec. Duampanua Kab.Pinrang”

(perspektif hukum Islam @ awinan).? Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa: ahar dan Dui i Kec. Duampanua Kab.
Pinrang itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pihak laki-laki apabila ingin

asyarakat di

Bugis d mengenai
kadar yar pihak laki-laki, sed ui’ " itu mubah
tidak yang harus dibayar pih aki, un menurut
undang Proposal Skripsi ini m I kesa Ji penelitian
penulis mengkaji sebagian tentang enre perkawinan
bugis ka’. Namun diperiksa,

penelitian penulis 3 okus dalam

perkawinan akat Bugis,

tif hukunFl mﬂmnﬁrkawina gkan yang
mj ) i

2 Muh. Tahir, “Kadar Mahar dan Dui’ Menre’ Perkawinan Pada Masyarakat Bugis Kec.
Duampanua Kab.Pinrang” (Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan) (Parepare
Skripsi; STAIN Parepare, 2014).
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Penelitian yang dilakukan oleh Hj. Rusdaya Basri yang berjudul “Sompa
dan Dui’ Menre’ dalam Tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten
Sidrap” (Analisis Maqggsid al-Syariah)."®

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Sompa (mahar) dalam tradisi

perkawinan Bugis, di Kecamatan Ba abupaten Sidrap adalah pemberian berupa

uang atau harta dari pihak erempuan sebagai syarat sahnya
perkawinan menurut aj . Mahar dipega i dan menjadi hak mutlak
iri. Sede antars harus diserahkan

mempelai
aktor yang

lai Sompa’ dan Dui’ perkawinan
i Kabupaten Sidrap adal arga, faktor
ktor kecantikan. Peneli esamaan di
ama-sama mengkaji Dui’ perkawinan
winan pada
Jasar dalam

pada sompa

dampak Doi’ Pateka’ dalam peningkatan gadai sawah yang terjadi pada masyarakat

13Rusdaya Basri, “Sompa Dan Dui’ Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Di Kecamatan
Baranti Kabupaten Sidrap” (Analisis Magdshid al-Syariah), Penelitian P3M STAIN Parepare, 2015).

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



11

Kanang Kab Polman, melihat dari dampak tersebut apakah lebih mendatangkan

Maslahat/Manfaat atau lebih kepada Mudharat/bahaya
2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indo berasal dari kata “kawin” yang
menurut bahasa artin lawan jenis; melakukan
a “Pernikahan”, berasal
dari kat iny; asukkan dan

arti bersetub uh (Wathi). Kata “nikah” sen d ipergunakan
arak nikah adalah akad aki-laki dan
ntuk saling memuaska a dan untuk
A rumah tangga yang

igh b

arakat yang

ata, Zawwaj at yang secara

dalamnya me

ngan antara
logis antara
jenis, dé ersebut.

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh
manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana
IImu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.

Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif
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dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu

alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Q.S AL-Dzariyat/ 51: 49;

- R I R X T R T
GooS aSTaY a5y Bl o0 JS (e

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami
akan kebesaran All

asangan supaya kamu mengingat

Allah berfirman dal -Najm/53: 45;

3 Gl 430

wanita.®

h menciptakan berpasa

merupakan sunnatulla alah mubah

aslahatnya. Oleh kare Abdussala,
i tiga, yaitu:
a). Mas ang diwajib i slahat wajib
t, terbagi utama), afdhal (p utama) dan

engah-tengah). a adalah m

jung kenpa n)mninafsadah
10

yang pada

buruk, dan
is ini wajib
b). Maslahat yang disunnahkan oleh syari’ kepada hamba-Nya demi untuk

kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat

4 Abd.Rahman Ghazaly, Figh Munakahat Cet | (Bogor, 2003), h. 7.
Y Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.870.
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wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada
tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
c.) Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai

maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata “Maslahat mubah

dapat dirasakan secara langsung. diantaranya lebih bermanfaat dan lebih

besar kemaslahatannya dari.s ahat mubah ini tidak berpahala.”

Dengan demi diketahui sec tingkatan maslahat taklif

perintah (tahalabal ke Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak

n perkara haram tentu |
I pada msing-masing pe ruh terdapat
I dengan kadar kema . man dalam
entu lebih berat dibanding
ta yang buk
arena itu, i amun dapat
ut ahkamal-k

b. NikarpwianPkrR;E telah

yang akan

yang akan
i tidak akan

dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

M. A Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat ,Cet Il (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h.
8-9.
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2. Nikah haram. Nikah yang diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak
mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti
memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri

istri.

3. Nikah sunnah. Nikah yang dis bagi orang-orang yang sudah mampu

tetapi ia masih sanggup i perbuatan haram, dalam hal

seperti ini maka nik dari pada karena membujang tidak

diajarkan oleh agam

ut diatas menggamba
nya bisa menjadi waj dan mubah

maslahat atau mafsadatnya.

yaitu sesua yang menentukan au tidaknya

suatu p atau (ibadah), asuk dalam r n pekerjaan
itu, sep mbasuh 'Pﬂ.'n EcPdAtR)EuI ihram
adanya 0

suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu Itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan
itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut islam calon pengantin laki-

laki/perempuan itu harus beragama islam.
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“Sah yaitu sesuatu pekerjaan (Ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.
Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang
memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun

rukun nikah adalah:

a) Mempelai laki-laki
b) Mempelai perempuan
c) Wali

d) Dua orang

abul antara
yang mg ng menerima akad seda dkan dengan
syarat p rat yang bertalian deng winan, yaitu
syarat-s Qi pelai, wali, saksi dan ij

4. Tuju i rkawinan Menurut Hukum

syariat yang diba lullah Saw,
yaitu pe hal ihwal m i duniawi da wi. Dengan

fJanya empat

akhluk dengan
khaliknya.
2). Rub’al-muamalat, yang menata hubungan manusia dengan lalu lintas

pergaulannya dengan sesamanya utnuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
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3). Rub’al-munakahat yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan
keluarga dan
4). Rub’al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang

menjamin ketenteramannya.

Zakiyah Drajat dkk, menge ima tujuan dalam perkawinan, yaitu:
1. Mendapatkan dan mela
2. Memenuhi hajat

menyalurkan a menumpahkan kasih

sayangnya

akan

9 hak serta

5. a untuk membentuk m atas dasar

keluarga sef ubjek untuk

membia pengalaman n agama. Fungs arga adalah

menjad sana pendidi kan. Sebab a salah satu
diantara dikan infpninlzapym RE mulai p oleh putra-
putrinye g pat menjadi

Sulaiman AL-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan, menjelaskan
bahwa ada 15 tujuan perkawinan yaitu:
1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka
taat kepada Allah Swt. Dan Rasulnya;
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Untuk iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang); ihsani (membentengi
diri) dan mubadho ah (bisa melakukan hubungan intim)
Memperbanyak umat Muhammad Saw

Menyempurnakan agama

Menikah termasuk sunnanhya p
Melahirkan anak yang.d ongan Allah untuk ayah dan ibu
mereka saat mas

dari keburukan, runtuh oral perzinaan, dan lain

awab suami

h tangga, memberikan antu istri di

luarga yang beebeda s ph lingkaran

ua an istri

lar untuk m

'an swt, PR B PRRE

islam yang

tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus
mengasihi
Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses

pernikahan
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15. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang

b)

1)

2)

3)

4)

diharamkan
Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik

bagi pelakunya sendiri, masyara n seluruh umat manusia. Adapun hikmah
perkawinan adalah:
Nikah adalah jal ai untuk menyalurkan dan

S dengan kawin badan jac jiwa jadi tenang, mata

uk membuat anak-ana

hidup manusia, serta g oleh islam
li.

keibukan akan tumbuh sa leng lam suasana

gan anak-ana perasaan-pe ramah, cinta

baik yang

g yang me

an seseorang.

pembawaan
Seseors a akan cekatan be karena anggung jawab dan
memikul kewajibannya sehingga' ia akan banyak bekerja dan mencari
penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak
produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang

dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
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5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang
lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri
dalam menangani tugas-tugasnya.

6) Perkawinan dapat membuahkan diantaranta; tali kekeluargaan, memperteguh

kelanggengan rasa cinta antara dan memperkuat hubungan masyarakat,

yang memang oleh isl ditunjang. Karena masyarakat

yang saling men i kan masyarakat yang kuat

6.
a) Wali
ah kata dasar al-walmu al tali pengikat
atau pe a”. a adalah tali pengikat y. bagian dada
di den rarkan pada bagian kokohnya.*®
3 akn r ini, maka walimah m I ma memberikan
i 3 agai  bentuk )ersaudaraan

nj j )ersaudaraan

dan pe i wajar jika nnya dibuat
khusus, a dengan M’REP'A R E
ka perkawinan

ebagai rasa

atau (yar

syukur karena aspek anugerah dan kepemilikan yang mendatangkan rasa syukur dan

Y"M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat Cet Il (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h.
9-20.

'8 |bnu Mandzur (Lisan al-<Arab, 2003), h. 403.
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senang serta kebahagiaan. Walimah juga merupakan segala jenis makanan yang
dipersembahkan atau dihidangkan untuk perkawinan dan sebagainya (sejenisnya)”.

Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm menyebutkan bahwa walimah adalah tiap-

tiap jamuan merayakan perkawinan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa

resmi menjadi suami i i rasa syukur
atas berlangsungnya 2 Menurut
imah terjadi pada se W. aan dengan
yang dilaksanakan dalal ka memperoleh

t pendapat y tlak, bahwa

rkawinan.?

nan Nabi Ras

untuk nPyA;naEMRaEat umum

Saw. Yang

telah terjadi

YAl-Syafi’i, Al-Umm, Juz VII (Beriut: Dar al-Kutub, al-1imiyah), h. 357.

2Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta:lchtiar Baru van Hoeve, 1996),
h.1917.

1Tagiyuddin Abu Bakar, Kifayatul Ahyar, Jus Il (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 68.
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b) Tujuan Walimah
Secara umum tujuan walimah adalah untuk mempublikasikan perkawinan
agar dikemudian hari tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Hal ini sejalan dengan

pendapat yang dikemukakan oleh Mahmud Mahdi al-Istanbuli yang menyatakan

bahwa tujuan walimah adalah me an atas adanya (telah berlangsungnya)

sebuah perkawinan dan m t serta teman-teman sekaligus

untuk memasukkan ki jiwa-jiwa mereka.

rupakan ungkapan ras ah azza wa

berhasil diselenggarak enu rasa saling

an merubah perkawin ara s yi-sembunyi

. Sehingga dapat disimpu ahw.

pada Tuhan

mahar ialah
hati calon
suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seseorang istri kepada calon
suaminya atau sesuatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon

istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa.
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b) Dasar Hukum Mahar

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa/ 4:4
G 5146 Ll 43 o5 e &0 (e 8 2085 (ilBiin 21N ) 12 5

\’; ]
w-)A

Terjemahnya:

Berikanlah mas kawi
pemberian yang p

ita yang kamu nikahi sebagai

erima mahar
istri, bukan
siapapun walaupun san . Orang lain
gi menggunakannya, nya sendiri,

elaan istri.

ib diberikan

gatakan bahwa mahar ada atu y:

apat mengua ruh anggota

antara ‘urf dan adat kebiasaan. Maka ‘urf yang besifat perbuatan adalah seperti

22Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011),
h.100.

2 Abdurrahman Al-Jaziriy, Al-Figh ‘Ala Madzahib Al Arba’ah, Juz 4, h. 94.
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saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa
ada shigat lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan ‘urf yang bersifat
pemutlakan lafazh “al-walad” terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan

saling pengertian mereka untuk tidak memutlakkan lafazh “al-lahm” (daging)

terhadap ikan.
‘Urf tersebut terbe ertian orang banyak, sekalipun

mereka berlaianan str. osial mereka, an awam dari masyarakat,
dan kelompok elite ‘'mereka. Ini berbeda dengan ijma’, karena sesungguhnya ijma’

tidak ikut

ia, dan tidak
ramkan, dan
aan mereka
gi maskawin
disi mereka,
a kecuali ia
telah menerima sebagia dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya
perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang

dipinangnya adalah hadiah, buka bagian daripada maskawin.
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Adapun ‘urf'yang fasid, maka ia adalah : sesuatu yang sudah menjadi tradisi
manusia, akan tetapi tradisi itu betetangan dengan syara’, atau menghalalkan sesuatu
yang diharamkan, atau membatalkan sesuatuyang wajib.

Misalnya ialah: adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkinan

dalam seremoni kelahiran anak da aat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka
memakan harta riba dan perj

3. Hukum ‘Urf

gguhnya sesuatu yang jadi anusia dan

sesuatu ereka jalani, maka ha bagian dari

kebutu ai pula dengan kemasl karena itu,
maka se rtentangan dengan syara’, tikan. Syari’
telah isi betukan hu . Misalnya,

ya (‘aqilah : kelua abatnya dari

tarafan) dala awinan, dan

: shabaharpn REF*REn harta

tidak wajib
syar’i, atau
membatalkan hukum syar’i,. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu
perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang
bersifat riba, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka ‘urf ini

tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena
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inilah, maka dalam udang-undang yang dibuat, ‘urf yang bertentangan dengan
peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. ‘urf hanyalah dilihat dalam perjanjian
seperti ini dari segi lain, yaitu: sesungguhnya perjajian itu apakah termasuk kondisi

darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, dimana apabila akad itu

dibatalkan, maka struktur kehid nereka aka rusak, atau mereka akan

memperoleh keberatan da ak? jika akad tersebut termasuk
kondisi darurat mere : ia diperbolehkan karena

ang. Sedangkan kebutuhan

em yang terpenting dal
ri bentuk penyalahgu : am bidang
asyarakat dalam bebagai
a dalam hu

dalam pidana.huku id 3 at menuntut

pelaku ( onstitusi huk ka kerja bagi

ak asasip*sndE P*rﬂsEekuasaan

aan hukum,

serta cara

Secara etimologi kata ekonomi dari bahasa oikononemi (greek atau vunani),

terdiri dari dua kata: oicos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan. Jadi

2 Abdul Wahhab khallaf, 1lmu Ushul Figh (Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang (Toha
Putra Group), 1994), h. 123-125.
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ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia
dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (volkshuishouding), maupun rumah
tangga negara (staathuishouding), yang dalam bahasa inggris disebutnya sebagai

economics.?

Sedangkan pengertian ek m menurut istilah (etimologi) terdapat
beberapa pengertian dari b i-Islam sebagai berikut:
a. Yusuf Qadhawi m adalah ekonomi yang
berdasarkan ketuha em ini berititik tolak h Swt, bertujuan akhir
kepada S ari’at Allah
ekonomi Islam adalah tunjuk dan

aturan s ah ketidakadilan dalam enggunakan

sumber ar memenuhi kebutu i agar dapat

kepada Allah Swt, dan ma

n, ekonomi dalah ilmu

perspektif

“Abdullah Zaky Al-Kaff, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Pustaka Setia
Pertama, 2002), h. 18

%gyarifuddin, Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat
Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam), (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah,
2018), h. 35.

?Vleitzhal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi

Solusi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 11.
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ini mereka dibantu oleh al-Qur’an dan sunnah disertai dengan argumentasi dan
pengalaman empiris.
e. Menurut Khan, ekonomi Islam adalah suatu upaya memusatkan perhatian pada

studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber

daya di bumi atas dasar kerja sama
f. Menurut Kurshid Ahm

memahami masalah

tidak dapat berdiri sendi i perl asaan yang

baik da p ilmu-ilmu syariah da

dan ilmu-ilmu penduk p ilmu-ilmu

| of analysis seperti matem a dan ushul

ymi Islam me

dang, meng

%8\/eitzhal Rivai, Buchari, (Islamic Ekonomics), h. 12.

M Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi
Islam dan Ekonomi Konvensional (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

%9pysat pengkajian dan Pengembangan Ekomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2012), h. 17.
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1. Sistem Ekonomi Islam
Islam membedakan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Definisi
umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau

bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang

dirumuskan secara sitematis. Jadi si t didefinisikan sebagai setiap peraturan

yang lahir dari pandan rtentu yang berfungsi untuk
memecahkan dan m jelaskan bagaimana cara
pemecahan, memeli mengembangkannya.

dikarenakan

an masyarakat dari se
teknik produksi.
masyarakat dari segi ¢

ekayaan.

ekonomi.
a kekayaan,
nya dan ini
ekonomi

merupakan bagian dari sistem penataan kehidupan masyarakat yang terkait dengan

$IM. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam (Bogor: Al-Azhar Press,
2009), h. 13.

32M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, (Pengantar Ekonomi Islam), h. 13-14
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cara pandang atau ideologi tertentu. Berbeda dengan ilmu ekonomi bersifat universal
tidak terkait dengan ideologi tertentu.
2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini

dengan segenap keimanan, dimana n._menjadi landasan paradigma ekonomi

Islam. Nilai-nilai dasar ini b mental maupun institusional atau

Islam. Inilah hal

atu sumber
i ilmu pengetahuan. ilé etika Islam

rasional yang berupa an i suatu filsafat

ras) menjadi sekumpul aya udian dapat

i suat pemula pembuat kesimpula

sosial d aku ekonomi i g dimaksud sar ekonomi

Islam d embahasan ini, v hnya merupakan © dari ajaran

tuk yang leb

t Ahmadpndn, EapnannEi yang m

Nilai dasar kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam adalah:
1) Pemilikan terletak pada kepemilikan kemanfaatannya dan bukan menguasai secara

mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
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2) Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang
itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
3) Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang

menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.

b. Keseimbangan
Merupakan nilai da ihat pada berbagai aspek tingkah

laku ekonomi musli berhemat (parsinary), dan

menjauhi

i, terutama

hanya untuk

mkan saja tetapi jug dekah yang

n dalam Q.S Al-Furgon
58 &l G G850

sd

berlebihan,
gah diantara

g-orang yang apabi jakan (harta), mere
(pulag kikir, el n itu) di teng
ikian.*®

dunia dan

kepentingan

$*Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 511.

%Ahmad. M. Saefuddin, Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta Pusat : Media
Dakwah dan LIPPM), h. 43-49.
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c. Keadilan
Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak konsumen, hak hidup

secara layak, dan hak menikmati pembangunan.®

1) Keadilan berarti kebebasan yang b at akhlak Islam.

2) Keadilan harus ditetapkan konomi, baik kaitannya dengan

ofesiensi dan memberantas

juan utama syariat isla
da perlindungan terh atan, yaitu
u (al-ilm), kehidupan ( I-mal), dan

usia hidup da eimbangan,

encakup ant a moral dan

ejahteraavPaAInlElpiencE Islam se

al sehingga

ngan tujuan
bahagiaan di

ormat (hayya

%p3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 59.
%Saefuddin, Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, h. 59-65

% Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.
35.
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tahayyiba). Tujuan fala yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro
ataupun makro mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat.®
Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain:

a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat

bagi kehidupan manusia.
b. Alat pemuas kebutuhan_n tingkat kualitas manusia agar

iya mampu meningka dasan dan ke knologinya guna menggali

oral harus

ilakukan dengan men aan seorang
yang halal, maka
a yang ampuh.
an ekonomi Islam adalah u i al-falah atau
encapai  hal

alam rangka

pelaksanaan

ahatan yang

sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri'dan orang lain.*

%8pysat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada, 2012), h. 54.

%Anwar Abbas, Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam (Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syahid, 2009), h. 14
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Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi
kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim
saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam

adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna

mencapai pada tujuan agama. Ekon am menjadi rahmat seluruh alam, yang

tidak terbatas oleh ekonomi itik dari bangsa. Ekonomi Islam

mampu menangkap ni s a dalam perjalanannya tapa

n pribadi dalam batas-b tu.

ma ekonomi syariah adalah ama.

i kekayaan kuasai oleh

t dan penggu irencanakan

8) Islam melarang riba’ dalam segala bentuk.

“Syafruddin, Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat
Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam) (STAIN Parepare : Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah,
2018), h. 35.
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b. Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang
berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi
guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam

ekonomi syariah, diantaranya adalah.*

1. Tidak melakukan penimbunan (ik Penimbunan dalam bahasa Arab disebut

dengan Al-Ihtika. Secara ikan sebagai tindakan pembelian
enyimpan barang tersebut

dinyatakan barang langka

keberadaan
u tidak diedarkan di pas njadi mahal.

pakan salah satu hal ya : lam, apabila

sengaja dengan cara menaikkan

n jual beli suai dengan

prinsip adi d salah satu pihak ad al beli, yang
sangat uhnya bahwze a hal yang

ur o R i

Menurut bahasa, gadai (ar-rahn) berarti al-tsubut dan al-habs vyaitu
penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung

atau terjerat.

“Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 57.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



35

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan rahn ialah:
La’béhalu\:)&q; 3 ujmu U’.\;\o\.c}..a}am

Artinya:

“Akad yang objeknya menaha

rga terhadap sesuatu hak yang mungkin
diperoleh bayaran dengan se i

2. Dasar hukum Gadai/
minjam dengan jaminan

erjalanan dan tidak ada o

utang, maka
han yang diterima ketika ’

Anas r.a. ia
berkata:

K seorang di Madinah

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun,
antara lain:
a). Akad ijab kabul,seperti sesorang berkata; “aku gadaikan mejaku ini dengan harga

Rp 10.000.00” dan yang satu lagi menjawab. “aku terima gadai mejamu seharga Rp
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10.000.00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat,
isyarat, atau yang lainnya.
b). Aqgid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin).

Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan

harta dan dalam hal ini memahami -persoalan yang berkatian dengan gadai

c). Barang yang dijadikan j benda yang dijadikan jaminan
ialah keadaan barang i

d). Ada utang

para ulama

a jumhur fugaha dan A

pendapat bahwa murta yambil suatu

ian tersebut, sekalipun r , karena hal

ang dapat menarik manfa

ts, dan al-Hasan, j ang gadaian

atang ternak apat diambil

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan pada biaya
atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai
seperti diatas punya kewajiban tambahan? Pemegang barang gadai berkewajiban

memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan
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bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini
adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.
5. Resiko Kerusakan Marhun

Bila marhun hilang dibawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak

wajib menggantinya, kecuali bila rus ilangnya itu karena kelalaian murtahin

atau karena disia-siakan, bermain-main dengan api, lalu
terbakar barang gadai J i barang-barang itu hilang
dicuri orang. a mu jaga de memelihara sebagimana
lagi hilang,

menjad

rtahin yang memgang g kerusakan

marhun rhun, bila marhun ma hilang, baik

karena an) maupun tidak, de mad Azhar

Basyir.

untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak
boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “Apabila rahin
tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun

menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada
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waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan
lebih kecil dari pada utang rahin yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya
pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu

pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang

harus dibayar, yang akibatnya akan pihak rahin.

akad gadai, akad gadai itu sah,

itentukan rahin belum

linya boleh
pada waktu
itu dari rsebut. Hak murtahin ha nya, dengan
akibat alan marhun lebih be g, sisanya
Apabila sebaliknya, har kurang dari

menanggung pembayaran ki
an gadai pa , hanya saja

a jaminannya, akad gadai

waktu yang telah ditentukan, kemudian rahin menjual marhun dengan tidak
memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin, maka di sini juga telah berlaku

riba.*?

*’Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 105-111.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



39

2.2.5 Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Hukum Perjanjian, syarat
sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti ada perse ehendak yang bebas antara para pihak

mengenai hal-hal pokok yan anjian. Dalam hal ini, antara para

pihak harus mempun yang bebas ntuk mengikatkan diri, di

at dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini
, dures), dan

UHPerdata,

, apabila kesepakatan t unsur-unsur

ipuan.

9 KUHPerdata, pada dasar akap dalam

enurut unda ang.
anjikan hak- kewajiban

perjanjian

ian tersebut
a dapat ditentukan
jenisnya. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah
barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4. Sebab yang halal
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Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan
tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur

dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

Jadi menurut Hukum Perda UHPerdata), perjanjian itu merupakan

perbuatan yang mana satu tkan dirinya dengan satu orang
atau lebih lainnya.

inti perbedaannya a am akad syariah dianut

gan tidak berubah ad
ian jual beli atau pro i sbah) dalam
hasil). Pada konsep i ariah tidak

komoditas. Oleh karena itu, ike anya prinsip

Uang Rpl juta p j a tahun lagi,

saja sama. S ng Rpl juta

pada ha erbeda nipwnaE?AlRaEda tiga ta i. Ini terjadi
karena z tahun, uang
Rpl juta ga tahun lagi

(ditambah bunganya 30%).
b) Transparan
Transparan artinya tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-

masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



41

hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan dengan risiko yang mungkin akan
dihadapi masing-masing pihak.
Jadi menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan uraian di atas dapat kita

simpulkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan

gabul (penerimaan).
Istilah al- ‘agdu (a n istilah verbintenis (perikatan)

dalam KUHPerdata. istilah al-‘a dapat disamakan dengan
dengan asas

erdata yang

pemahaman terhadap i an ini, maka

untuk mengetahui lebih p dasar atau
itian ini sehingga dapat njadi suatu etasi dalam

am penelitia arahan yang

an apa yang
edur peneliti s yang akan
diteliti s | ada.

2.3.1.D negatif atau

positif)

melakukan kegiatan tertentu.

orang yang

2.3.2. Doi’ Pateka’ adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh pihak calon mempelai

wanita kepada pihak calon mempelai pria untuk mengetahui kerelaan atau

*Irma Devita, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah,
h. 4-5.
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kemampuan sang calon mempelai untuk menjadi bagian keluarga mereka. Uang
belanja ini digunakan untuk membiayai pesta perkawinan yang digelar pihak wanita.
2.3.3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita atau akad

(perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara

seorang pria dengan seorang wanita ertujuan membentuk rumah tangga salam
rangka beribadah kepada A

2.3.4. Gadai adalah M arti Al-Tsubut dan Al-Habs

yaitu penetapan da askan bahwa rahn adalah

jadi komponen-kompo ingga lebih
h dijelaskan.
slam adalah sebuah ahuan yang
onomian, sama seperti onvensional

lainnya i ilai : andasan dan

ariabel yang
independen
dan dependen. Dala angka  peny : o enelitian yang berbentuk
hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka pikir.

Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel
yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori

yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis,
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sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa
tantang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan
hipotesis. **

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat

kerangka pikir sebagai berikut:

Dampak Doi’ Pateka’ terhadap

Peningkatan Gadai Sawah pada

Al-Urf Teori Gadai

(Macam-macam Urf) (Prinsip Hukum Islam)

- Kesepakatan para pihak

. - Transparan

-Urf Shahih - Mengenai suatu hal tertentu
- Sebab yang halal

PA R E PA R E Tidak Sesuai

*3ugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 91-92.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB 111

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman

Penulisan Karya llmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare,

tanpa mengabaikan buku-buku met i_lainnya. Metode penelitian dalam buku

tersebut, mencakup bebera is penelitian, lokasi dan waktu

penelitian, fokus pe yang digunakan, teknik

a permasalahan yang di ini termasuk

lapangan (field resea i I peristiwa-

angan sebagaimana a

ebagai penelitian deskriptif ku
eskripsikan,

diteliti, i observasi, *® Penelitian
deskrip tatif ini memberi enai dampak
Doi’ Pc i ang ditinjau
Dalam penelitian deskriptif, eliti tidak melakukan manipulasi atau

memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variable merancang sesuatu yang

*Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi,
(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

**Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara,
2004 ), h. 26.
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diharapkan terjadi pada variable, tetapi semua kegiatan, keadaam, kejadian, aspek
kompenen atau variable berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berkenaan
dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan, berdasarkan pandangan

tersebut di atas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelian inilah yang akan

digunakan agar mendapatkan gamba g apa adanya pada lokasi penelitian untuk

menguraikan keadaan sesun hubungan yang relevan karena
Sukamadinata pun atif lebih memperhatikan

karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan.*’

g akan dijadikan sebag t pel

ab Polewali Mandar

lan lamanya

a’ terhadap katan Gadai

Sawah | : : € sis Hukum E Islam)

lainnya guna keperluan penelitian tersebut.”® Dalam penelitian ada dua sumber data

yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

*'Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet: IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h.
310.

*Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam teori praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.
87.
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3.4.2. Data Primer
Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak
responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di

lapangan. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan

observasi. *

3.4.3 Data Sekunder
Data sekunde dalah sumber de itian yang dapat diperoleh

secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam hal ini data sekunder yang

at  memberi

h antara lain

ntang perkawinan dan
is dan hukum ekonomi |

erta artikel yang terkait den

a, sistematis
ini penulis
dan sebagai
data dengan
cara mengamati serta mencatat se enomena yang terjadi. Pengamatan akan
fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana analisis hukum

ekonomi Islam terhadap peningkatan gadai sawah.

*3ygiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, h. 34.
3y giyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, h. 204.
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3.5.2 Wawancara
Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan informasi
atau data dari subjek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik

bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk

memperoleh informasi khusus yang dalam. Hasil dari wawancara ini akan

dituliskan dalam bentuk i lanjutnya yang menjadi bahan
atau data untuk dianali

Wawancara adale

ingga memungkinkan

ra menjadi salah satu data yang

mpulkan sebanyak mu ta ya erlukan serta

ang tetap pula.

data yang akan untuk
ang-bincang
dengan alahan yang

diteliti..
3.6 Te

interpretasi
terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang
valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan

dalam menganalisa data yang telah diperoleh.

*'sasmoko, Metode Penelitian (Jakarta: UKI Pres, 2004), h. 78.
*?Masyhuri dan Zainuddin, Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif), h. 30.
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Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis data yang diterapkan
adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data dan model miles dan
hupermen.®® Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun
seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi,
wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali.
Penyajian data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari
penelitian ini. Reduksi kata adalah proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari
makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan
dari hal=hal yang sering timbul.

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka
perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang
dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab
permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.6.2. Reduksi Data

Miles dan Hubermen' dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data
diartikan sebagai proses pemilihan, ‘pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan dan transformasi data“kasar yang“muneul dari catatan-catatan tertulis
di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari teman dan polanya.>* Adapun
tahapan-tahapan dan reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode,
menulusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan menyusun laporan secara

lengkap dan terinci.

>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h. 247.
%*Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, h. 92.
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Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang
dihimpun dari lapangan, Yyaitu mengenai tentang Dampak Doi’ Pateka’ terhadap
Peningkatan Gadai Sawah pada Masyarakat Kanang Kab Polman (Analisis Hukum
Ekonomi Islam). Sehingga dapat ditemukan hal-hal dari objek yang diteliti tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

1. Mengumpulkan data dan inf i dokumen, catatan hasil wawancara
dan hasil observasi.
2. Serta mencari hal- spek temuan penelitian.

3. Penyajian Data

a. Me : p kesesuaian
m memadai

an data-data

rivikasi data
dan pe i paya garti : ditampilkan

dengan pada tahap

lapangan mengumpulkan data, maka' kesimpulan merupakan kesimpulan yang
kredibel.>®

%5Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, h.99.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Sejarah Desa Batetangnga Kab. Polman

Dahulu kala Desa Batetangnga sebagaimana cerita tokoh masyarakat adalah

kampung yang jarang penghuninya dar ang digunakan sehari-hari adalah bahasa

pattae, kebutuhan hidupnya dip ok tanam dan bertani. Selain bertani
nenek moyang masyara e ilan dalam beternak dan juga

U sangat besar sehingga tidak

dari cer pulkan bahwa Desa Ba yang sangat

masyarakat batetangnga nfaatkan dan
iliki oleh Desa .
menjadi sebuah Desa

emimpin ata

Kampung Biru, g Penanian,
ng Kaleok.
2 6 kampung
entuk sebuah
atan Polewali
atas persetujuan beberapa Tomaka dan Kerajaan BinuangKampung kanan sebagai ibu
kota

Setelah terbentuk Desa kanan maka beberapa kampung ini beroba menjadi

RK/Dusun. Yaitu :

50

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



51

a. RK/Dusun Biru
b. RK/Dusun Kanan
¢. RK/Dusun Penanian

d. RK/Dusun Rappoan

e. RK/Dusun Passembaran

f. RK/Dusun Kaleok

Pada tahun sam ) : yarakat di 6 RK/dusun ini
sepakat untuk mengadake

angmeninggl|

Abd.Wahab

sebagai sekretaris Des 966 (Pejabat

iadakan pemelihan secar terpih adalah

sebagai kepala desa tahun 19 a tahun 1983

iahan kembal lah Sarilapad: de 1983 s.d

a pada tahun 1 ilihan kepala C yang terpilh

Lallo, SH sa : 99. kemudian 1999 pejabat

waktu itu i irman, SH amat binuang
PAREPARE

2001 Sira e 3 a make enggantikan pada wak adalah Drs
Hamdan (camat binuang) dan camat binuang menunjuk saudara Syarifuddin S.Sos pjs sampai
2003, kemudian tahun 2003 pemilihan kepala desa dan yang terpilihadalah Hasan Dsampai

periode 2003 s.d 2008 pada tahun akhir 2008diadakan pemilihan kepala Dasa yang terpilih
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adalah saudara Sumaila Damang. Sampai periode 2009 s/d 2014 Tahun 2015 PJS.
Sahabuddin Pemilihan Kepala Desa terpilih Muhammad said, SH, Sampai Sekarang.
Perlu kami tambahkan bahwa pada tahun 2008 Desa Batetangnga dimekarkan

yaituDusun kaleok menjadi Desa kaleok pada tahun 2009 maka pada Tahun 2010 Desa

Batetangnga menjadi 13 Dusun yaitu:
a) Dusun Biru
b) Dusun Kanan

c) Dusun Penanian

J) Kana ‘

k) Kana

1) Lumé

m Salek PAREPARE

25%Wilayah
pengunungan yang berada pada ketinggian 134 m dari permukaan laut dan jarak dari ibu kota
kecamatan 1 km sedangkan dari ibu kota Kabupaten kurang lebih 7 km. Untuk lebih jelas

kondisi geografis wilayah desa batetangnga adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.

No. Kondisi Geografis Keterangan
Tinggi tempat dari permukaan

1. 134 m
laut

Curah hujan rata-rata per tar

ga

dan luas wilayah

Desa Kuajang

PAREPARE

¢ Wilayah Pegunungan = 3694 Ha

¢ Wilayah Dataranpantai= 1106Ha

2. Jumlah Penduduk Desa Batetangnga
a. Jumlah Penduduk : 5313jiwa

b. Jumlah KK: 1264jiwa

53
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Laki-laki: 2674jiwa
Perempuan: 2639 jiwa
Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Batetangnga adalah :.

a. Petani/perkebunan 59 %.
b. Perikanan 5%
c. Industri pengolahal
d. Jasa20 %
e. Ped
f. An
g. Lai

B. Kesz

perikut:
Tabel 2.
No

e SMA/MA 2
Keagamaan
o Mesjid 5

e Mushollah 19
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3 Kesehatan

Pustu

Polindes

Posyandu

MCK

Bak pena

bersih

ikan nila

Kolam

Pembibitan

Ikan mas dan ikan nila

Sumber:ArsipDesaBatetangnga.

C. Kondisi Pemerintahan Desa Batetangnga

55
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Kondisi pemerintahan Desa Batetangnga pada saat sekarang ini adalah dalam
keadaan normal dan stabil sesuai dengan harapan msyarakat. Adapun Pemerintahan Desa
Batetangnga terdiri dari Kepala Desa,Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan. Kasi

Pembangunan, Kasi kesejahteraan, Kaur Umum, Kaur Keuangan/Bendahara dan Kaur

Administrasi. Serta Badan Permusyaw Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) sebagai mi

Kondisi Pemerin A Batetangnga ada

) Pam PAREPARE

1) Lumalan

m) Saleko
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2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batetangnga

57

BPD
Ir. ABD RAJAB, SP

KA. DESA BATETANGNGA
MUHAMMAD SAID, SH

LPM
T SUBHAN, S.Hi

SEKDES

SAHABUDDIN B.Sc

—aln

-F"'"“ -_---_

Kds. Bir

- == :Garis Koordinasi

| _|_ : Garis Komando

ravm s Yapwr

Kds. Ka <ds :

r | \ '

Hammad ARMA Pu
S S r 4 | | P

Ketera PAREPARE

—
A

KAUR UMUM
EDY

MIC INSTITUTEPAREPARE

Keuangan
RIFUDDIN

Kds.
Passembar
M. Arsal
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4.2. Penerapan Doi’ Pateka’ oleh masyarakat Kanang Kabupaten Polewali
Mandar
4.2.1 Pengertian Doi’ Pateka’
Doi’ Pateka’ menurut pandangan masyarakat Kanang Kab. Polman diartikan

sebagai uang belanja yakni uang yang diharuskan diberikan oleh calon suami kepada

pihak keluarga calon istri.. Adap oi’ Pateka’ adalah untuk menghargai

wanita yang ingin dinik esta yang luar biasa dengan

menggunakan Doi’ ebut. Kedudu ateka’ dalam masyarakat

Kanang adalah seba rsyaratan karena tidak " Pateka’ maka tidak ada

masyarakat

yurnaan fisik

i pengertian

Pateka

laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk digunakan dalam menyediakan

%®Sylaiman, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.

%" Kasim, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.
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dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam mengadakan pesta

perkawinan
4.2.2. Tata cara penentuan dan pemberian Doi’ Pateka’

Dalam adat suku Pattae terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan

perkawinan dan salah satunya ada erahan Doi’ Pateka’. Adapun tahapan

dalam proses penyerahan Doi
1. pihak keluarga laki- keluarga perempuan untuk
membicarakan peri a yang menjadi utusan
adalah akan seperti
ki-laki sa selanjutnya

akan dalam

meminta di dampin

utusan dari pihak lak mpul maka

enyebutkan nilai nomi ) ditentukan.

Jika kel aki tujui atau menyanggupi i ses tersebut.
tetapi ji 3 alu tinggi maka terjadilah_proses ta antara pihak
puan dan pih I hingga terjadi k atan nominal

Doi’ Pa
. jadi kesepakatan selanjutnya me an tentang

waktu yang

5. Setelah Doi’ Pateka’ diserahkan maka ditentukan waktu pelaksanaan perkawinan.
Dalam adat suku pattae umumnya waktu pelaksanaan perkawinan diadakan setelah
panen dan setelah lebaran.

4.2.3. Jumlah Doi’ Pateka’
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Adapun kisaran jumlah Doi’ Pateka’ di masyarakat Kanang terbagi menjadi
beberapa tingkatan yaitu:
1. Kalangan bawah

Jumlah Doi’ Pateka’ yang diberikan oleh pihak keluarga calon suami kepada

pihak keluarga calon istri yang beradé angan bawah yakni berkisar antara 10 juta
sampai 20 juta.

2. Kalangan menengah
Doi’ Pateka’ yang berada dikalangan menengah yang di
berikan C akni berkisar
antara 3(
3. Kalang
gan atas kisaran jumlah ’ iberikan oleh
pihak ke pada pihak keluarga calo i be antara 50 juta

sampai

Doi’ Pa

terbagi jadi

tuan jumlah
standar minimum Doi’ Pateka’ yang akan diberikan oleh pihak keluarga mempelai
laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan tergantung dari tingkat
ekonomi kedua belah pihak. Dapat dijelaskan bahwa jika seorang perempuan akan

dilamar oleh laki-laki maka, penentuan standar minimum jumlah Doi’ Pateka’

*®Hammada , masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.
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tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki. Jika laki-
laki tergolong ekonomi kelas menengah ke atas maka, pihak perempuan akan
meminta Doi Pateka’ tinggi begitupun sebaliknya dan jika laki-laki tergolong
ekonomi menengah ke atas maka standar Doi’” Pateka’ yang ditawarkannya relatif
tinggi.

4.2.4.Tolak ukur tingginya Doi’

asia umum dan selalau jadi

pembahasan tamu u ang hadir dalam winan tersebut. Adapun

faktor ahn

ring juga disebut deng duk antara
an kelas rendah menjad menentukan

an diberikan kepada cal i uan.

ungkapkan oleh Hamm k ukur Doi’

Pateka atau tingkatan sosial.

vakah kaum
a, itu yang
pakah status

dis lagi (jand
2. Statu mi calon PIA REPARE
ep

Pateka "vya

garuhi tolak
an berstatus

lahnya Doi’

Dari proses wawancara penulis terhadap Sitti Aisyah menjelaskan bahwa:

**Hamma Ali masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.
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“Tinggi rendahnya Doi’ Pateka’ juga harus dilihat dari status ekonomi calon
mempelai perempuan, misalnya jika calon mempelai perempuan ter%olong
orang kaya maka jumlah Doi’ Pateka’ juga tinggi begitupun sebaliknya.®™

Sama halnya dengan penjelasan dari Badiha menjelaskan bahwa:

“Tolak ukur Doi’ Pateka’, salah satunya dilihat dari apakah si calon mempelai
perempuan termasuk golongan keluarga yang mampu atau tidak, jika mampu
berarti Doi’ Pateka’ juga banyak. Tetapi jika si calon mempelai perempuan
termasuk golongan keluarga yang tidak berada maka jumlah Doi’ Pateka’
juga biasa-biasa saja atau standar.

Dari penjelasan informan diatas menjelaskan bahwa, semakin tinggi status
ekonomi keluarga calon mempelai perempuan yang akan dinikahi maka semakin
tinggi pula jumlah Doi® Pateka® yang diminta. Dan begitupun sebaliknya jika status
ekonomi keluarga calon mempelal perempuan biasa-biasa saja maka jumlah Doi’
Pateka’ yang diberikan oleh calon keluarga mempelai laki-laki juga biasa saja atau
standar.

3. Jenjang pendidikan calon istri

Faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya Doi’ Pateka’ adalah dilihat

dari jenjang pendidikan calon..istri. Dari--proses wawancara terhadap Damri

menjelaskan bahwa:

*Yang menjadi tolak ukur tingginya jumlah Doi’ Pateka’ juga dilihat dari
status pendidikan calon mempelai perempuan. Kalau si calon mempelai
perempuan lulusan. SMP,SMA _maka jumlah Doi’ Pateka’ Standar. Tapi jika
status pendidikanicalonimempelai perémpuan lulusan S1 atau S2 maka jumlah
Doi’ Pateka’-yang-diberikan calon.mempelailaki-laki kepada mempelai
perempuan juga tinggi.*

Dari ulasan Informan diatas ‘menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat

pendidikan seorang wanita maka semakin banyak pula Doi’ Pateka’ yang harus

89sittj Aisyah masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.
®1Badiha masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.

®2Damri masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.
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diberikan dan jika tidak diberikan Doi’ Pateka’ dalam jumlah yang ditentukan oleh
pihak keluarga calon istri maka akan menjadi bahan omongan orang yang kemudian
akan menjadi kendala dari kelangsungan proses pernikahan.

4. Kondisi fisik calon istri

Tidak hanya beberapa fakto isebutkan diatas yang menjadi tolak ukur

besar kecilnya jumlah non ang ditentukan pihak keluarga
perempuan. Akan tetag i n dilamarpun menjadi tolak

ukur penentuan Doi

Doi” Pateka’

n diatas menjelaskan be rna kondisi

fisik pe dilamar maka semakin ominal Doi’

Pateka yang cantik,
perempuan.
)agus, bukan
inggi maka
kondisi yang akan
ditentu

4.3. Dampak Doi’ Pateka’ terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat
Kanang Kabupaten Polewali Mandar.

4.3.1. Pandangan masyarakat Kanang tentang gadai.

83 Amir masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.
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Gadai dalam pandangan masyarakat Kanang Kab Polewali mandar ialah
merupakan suatu utang dengan menggunakan jaminan antara penggadai dan penerima
gadai. Penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang

jaminan, umumya masyarakat Kanang Kab Polewali mandar melaksanakan gadai

karna kebutuhan yang mendadak de K ada pilihan lain selain menggadaikan

sawahnya.
Kebanyakan sistem transaksi gadai

dibanding uang di arna alasannya jika meminjam

yang cukup

lama d sedangkan

hi harus cepat dan sifat goa langkah
yang p gan melakukan transak kebutuhan
yang m uang belanja atau masy. enyebutnya

tersebut digunakan untuk

Jai biasanya

“biasanya penggadai mendatangi yang mau menerima gadai Ssawahnya
kemudian penggadai terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang
dibutuhkan misalnya saya membutuhkan uang sebanyak 20.000.000,00 dan
kemudian menawarkan sawah sebagai jaminan utang dengan luas sawah 3.000
m2. Kemudian penerima gadai menaksir luas tanah jaminan itu dan hasil dari
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sawah di ambil oleh penerima gadai dengan batas yang tidak ditentukan
sampai uang pinjaman itu dikembalikan kepada penerima gadai”.

“Sedangkan menurut bapak Sulaiman selaku penggadai yang pernah
menggadaikan sawahnya karena membutuhkan uang untuk keperluan biaya
pernikahan anaknya. Bahwa pada saat membutuhkan uang terlebih dahulu
mendatangi  penerima  gadai  kemudian = memberitahukan = maksud
kedatangannya yakni ingin menggadaiakan sawahnya sekian luas kemudian si
penerima gadai bersedia untuk membantu bapak sulaiman. Disitulah terjadi
proses transaksi yang hanya: menggunakan proses transaksi secara lisan
contohnya. “saya gadaikan sawah saya seluas 3.500 m2 dan saya terima
pinjaman ini sejumlah 20.000.000,00”, dan dijawab oleh penerima gadai
“saya serahkan uang sebesar 20.000.000,00 dan saya terima lahan sawah
tersebut”.

Maka setelah prosesi ijab-qobul selesai ‘segala hak kepemilikan dalam

pengolahan, pemanfaatan, dan hasil dari sawah tersebut adalah milik penerima gadai

sampai dia melunasi uang yang dipinjam dari'si penerima gadai.

Menurut bapak Muh Said selaku kepala desa Batetangnga mengatakan bahwa:

‘“proses transaksi akad gadai sawah dikarenakan karena jumlah Doi’ Pateka’
calon mempelai laki-laki tidak cukup sama sekali tidak diketahui oleh pihak
Desa kalaupun ada masyarakat yang ingin melibatkan pemerintah desa dalam
melakukan transaksi harus melaporkan terlebih dahulu kepada pihak
pemerintah Desa. Dan menurut beliau transaksi gadal sawah dalam
masyarakat Kanang tidak tercatat dalam agenda Desa”.®°

yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin). Adapun

syarat bagi yang berakad adalah ahli-tasharuf, yaitu'mampu membelanjakan harta dan dalam

hal ini /memahami persoalan:persoalanw=yang /berkatian =dengan gadai. Menurut ulama

Syafi’ivah ahliyyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli yakni berakal dan mumayyiz

®Nuru, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 20 juli 2019.

%5Sulaiman, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.

% Muh Said, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 18 juli 2019.
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tapi tidak di syaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan
orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn.
Menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti pengertian ahliyyah

dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh,

atau anak kecil Yng belum baligh. seorang wali tidak boleh menggadaikan

barang orang yang dikuasain an madarat dan meyakini bahwa

pemegangnya yang dap

oleh Bapak Rahli bahwa:

dahulu saya
u bukan, jika
pses transaksi

asti it i penggac a saya b
sebut

alnya

atakan oleh ibu Johora

g datang kepada saya melakukan
S gal a saya akan bertanya 3 sud t ya mengapa
ela ansaksi gadai jika si Jai s enceritakan
tuju ersebut seperti yang se ang saya yakni
ang ukan transaksi gadai karena 1 Patek ang belanja
ang ingin dinikahkannya tidak cukup untuk dibe epada calon

al perempuan maka,denga yakin bahwa Jgadai betul-
emerlukan ua W h yang digadaikan betul .8
njelasan informa é elaskan bahwa pen

ah, tanah atau barang

da o juar

mengetahui

betul -betul

yang akan digadaikan

*

am melakukan ti .|ll'v= K 0 -.l .
Dalam hal ini barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang

dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
Dalam hal ini penuturan dari bapak Rahman menuturkan bahwa:

®7Rahli, Masyarakat penerima gadai di Kanang , wawancara tgl 22 juli 2019
%8Johora, Masyarakat penerima gadai di Kanang, wawancara tgl 22 juli 2019
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“Rata-rata yang datang sama saya yang mau melakukan transaksi gadai itu yang
ingin digadai adalah sawah karna alasannya jika sawah lebih banyak yang minat
karna harga jual dari hasil sawah lebih tinggi dibanding dengan hasil yang lain.”®

Dari maksud informan di atas menyatakan bahwa rata-rata di daerah Kanang

lebih mengutamakan menggadaikan sawahnya dibanding dengan kebun karna

Dalam pengam igadaikan yang mengambil
ng menggadaikan atau si

penggac iki adaikan atau

ikan jaminan dalam tr gada mengambil
e%nuhnya diambil ole yan erima gadai
t.

5. Wakt
penguasaan gadai dalam hal ini ti ekali, jika si
penggac i barang yang

a juga yang

sampai ni tidak ada

waktu gadai.

Seperti

“pengembalian barang gadai dilakukan ketika penggadai menyerahkan uang
yang di utang seketika itu pula barang yang digadaikan kembali namun
hasilnya di bagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak™"*

Sedangkan penjelasan dari Ibu Suriani mengatakan bahwa:

%9Rahman, Masyrakat penerima gadai di Kanang, wawancara tgl 1 agustus 2019
"®Rahli, masyarakat yang menerima gadai sawah di Kanang, wawancara tgl 22 juli 2019
" Amir, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 12 agustus 2019
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“Pengembalian barang jaminan dikembalikan ketika penggadai telah melunasi
semua utang-utangnya dan apabila saat barang jaminan seperti sawah
sementara_di tanami padi maka si penggadai menunggu sampai masa panen
telah tiba”"

Dari penjelasan informan di atas menjelaskan bahwa waktu pengembalian

barang jaminan dikembalikan jika utang si penggadai telah lunas dan ada juga yang

sampai menunggu sampai masa rang jaminannya sementara di kelola
oleh si penerima gadai.
4.3.2 Dampak Doi’ P dap pelaksanaan
gin menikah
an transaksi

Bank atau

penulis dari ibu Maria

positif dari Doi” Pateka’ itu i a seseorang
ernikaha i j k ada maka

i ak perlu lagi e bank karna

gambil tamba ri utang atau

positif dari

membiayai

t.

2. Dampak Negatif
Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif, terdapat juga dampak

negatif dari tingginya Doi’ Pateka’ Yyang disyaratkan tersebut. Tingginya Doi’

72 Suriani, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 13 agusutus
2019
"*Mariama, masyarakat/Ibu rumah tangga di Kanang, wawancara tgl 15 agustus 2019
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Pateka’ yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat pula berakibat fatal yang
menyimpang dari norma agama. Dampak negatif tersebut yakni jika seseorang yang
melakukan sitem gadai sawah di Kanang, di dalam perjanjian transaksi tersebut si

penggadai dan penerima gadai sepakat bahwa manfaat atau hasil dari sawah tersebut

akan dikelolah oleh pihak penerima. g udian dalam transaksi tersebut batasan

untuk pelunasan utang juga jika dalam 5 tahun si penggadai

j karna jika
patkan uang
aikan, maka
karena ¢ gi merantau
untuk b
mengatakan

bahwa:

uang tanpa akan sistem

ngapa saya k

sangat meresahkan masyarakat karena Satu-satunya mata pencaharian mereka untuk
bisa melunasi utangnya telah tergadaikan jadi cara mendapatkan uang juga sangat

sulit.

"Umran, Masyarakat yang menggadaikan sawah, wawancara tgl 15 juli 2019.
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44. Tinjauan hukum Islam mengenai dampak Doi’ Pateka’ terhadap
peningkatan gadai sawah pada masyarakat Kanang Kabupaten Polewali
Mandar.

Perkawinan adalah sunnatullah dan salah satu bagian dari kehidupan makhluk

manusia. Dengan mengadakan perk maka akan melahirkan yang baik dari
ikatan yang sah tersebut.

Adapun menur ikah adalah 3 erima antara laki-laki dan
perempuan dengan ‘tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk
arakat yang

S. An-Nisaa’

ian manusia,
i seorang diri

puan yang
kan) nama-
u saling meminta ma lain, dan peli h%)ungan

m. Sesunp*anliviengEan menga mu.

kehidupan

pada awalnya
buruk maka mungkin saja akan menimbulkan banyak masalah dalam perkawinan

yang diwujudkan.

’® Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung : PT. Sygma
Examedia Arkanleema, 2009), h. 78
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Perkawinan merupakan sunnah Rasul maka dalam menetapkan segala sesuatu
yang berhubungan dengan perkawinan pun harus mengikuti apa yang ditetapkan
Rasul dalam sunnah-Nya, dan manusia tidak boleh membuat aturan sendiri yang

berdasarkan hawa nafsunya.

Sebelum melangsungkan pe masyarakat Kanang mempunyai tradisi

dalam hal pelaksanaannya ki-laki diharuskan memberikan
uang hantaran atau isebut juga dengan Doi’
Pateka’.

kum Islam

iyah yakni
p perkara-perkara yan dalam adat
ari serta menjauhi su baik yang

ang sempurna dan mat
t ma at Kanang Doi’ Pateka’ mas syarat wajib
nan, jadi dal

Pateka’ menuru eh) karena

sebagai hadia tuk pihak pere

n uang FN“(E(P*REmikahan
D

k melunasi
ahu anhu, dia

berkata, Rasulullah Saw bersabda:

T (T X (P S i aYestes Ei T AL RISE
21V 2 ) gl Al 5 ) Jat (B alaall afise 4l e A 4830
Caldall Ay o) xS0 5
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Artinya:

"Tiga golongan yang Allah berhak berikan pertolongan; Mujahid di jalan Allah,
budak yang sedang mencicil melunasi (untuk kemerdekaannya), dan orang
yang menikah ingin menjaga kehormatannya (Dinyatakan hasan oleh Al-
Albany dalam Shahih Sunan Tirmizi)."

Adapun jika tidak mampu melunasinya, maka dimakruhkan baginya
berhutang, baik untuk menikah maupun yang lainnya. Karena beban hutang itu besar.

Gadai dalam islam disebut juga Rahn, yaitu suatu perjanjian untuk menahan
suatu barang yang digunakan sebagal jaminan atau tanggungan utang, gadai juga
merupakan suatu akad piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai
ekonomisymenurut;pandanganssyara’, scbagaigjaminanysehinggapihaksyang menahan
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian
piutangnya. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-
Bagarah/2:283 yang berbunyi'

l.:a.;_:vi.\a.wuﬂdb wwwﬁug\)mﬁjw&/@gd

Z

Gahlml oy 3 sagadl 1,255 3 ,’;jjmgﬁ/ le,u L;.m gy,b
) e b yeas l.u“l, v_’\;m.’l_e
Terjemahnya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Tetapi, jika
sebagian kamu memercayal sebagian yang.lain, hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,
Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang
siapa menyembunyikannya; sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha
Mengetahui apa yang Kamu kerjakan”, d

Ketika sudah terjadinya akad ijab-qobul antara penggadai (rahin) dan
penerima gadai (murtahin) lahan sawah yang menjadi barang jaminan dimanfaatkan
oleh penerima gadai (murtahin) baik dalam pengolahan sawah maupun panen

hasilnya.

"®HR. At-Tirmidzi, no. 1655 dan an-nasa-I, no. 3120 h. 15
""Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung : PT
Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 49.
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Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumhur ulama™ mempunyai
pendapat berbeda :
4.2.1 Imam Syafi’i

Dalam kitab al-Umm mengatakan: Manfaat dari barang jaminan adalah bagi

yang menggadaikan, tidak ada n dari barang jaminan itu bagi yang

menerima gadai.”® Dengan h.bahwa yang berhak mengambil
manfaat dari barang ang menggadaikan barang
erima_ gadai. Walaupun yang ‘mempunyai hak untuk
kan, namun

a ada waktu

barang il manfaatnya. Yaitu, di ak mengurus
barang ya membiarkan barang i ka murtahin
berhak barang gadaian terseb ayat bukhari

siapa yang m
h ia menyuruh saudara uk menanaminya.” (

PAREPARE

yang menguasai atau memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dari kitab

Figh Islam waAdillatuhu adalah penggadai (rahin) selama penerima gadai (murtahin)

®Imam Syafii, Al-Umm, Jilid 111 (Beirut: Dar al-Kitab al-, Ilmiyyah, 1993), h. 155.
" Abdurrahman Al-jaziri dalam kitab figh ‘ala Al-Madzahib, h. 155.
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tidak mensyaratkannya. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-
beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain
itu pihak penerima gadai (murtahin) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai

adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus

ditentukan, apabila tidak ditentu idak diketahui batas waktunya, maka

menjadi tidak sah. Imam ari barang gadaian dan segala
sesuatu yang dihasil

Hasil gadaian itu a i si_penerima gadai tidak

i menggadai
percayaan atas utang bu eh laba atau
an mengambil manfaa menerima

gadai b mengambil manfaat k nya, sedang

narkan oleh syar’i. Sel

bil manfaat dari barang gadaian, sedangka itu sebagai

, maka hal mengambil

demikian | i : anfaat dari

4.2.3 Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbaliyah)
Sama dengan pendapat Imam Syafi“i dan Maliki, dalam masalah ini
memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan

itu hewan atau bukan, dari hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat

®Imam Syafii, Al-Umm, Jilid 111, h. 332.
8 Abdurrahman Al-jaziri dalam kitab figh ‘ala Al-Madzahib, h. 90.
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diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi. Adapun jika
barang yang digadaikan itu dapat ditunggangi dan diperah, maka dalam hal ini boleh
bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadaian dengan seizin yang
menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu

sendiri bukan dari sebab mengutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi

mengutangkan, maka penerima lal mengambil manfaat atas barang

yang digadaikan meskipu aikan.

Dari kutipan dipahami ba yang digadaikan adalah

hewan yang bisa ka si penerima gadai
(murta . Sedangkan
apabila : ika Sa erah da ; ditunggangi
seperti 3 tahin) tidak

boleh

barang : i n itu adalah

kewajib kekuasaan

peneri gadai, maka

dia pula

AL
4.\.%)}

@ @
el o
)
&
/G

A L2 5
Artinya:
“Sesungguhnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan

dari seorang yahudi dengan cara berhutang, dan beliau menggadaikan baju
besinya”. (HR. Bukhari dan Muslim).*?

8Hr. Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603) h. 198
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Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima
gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena
yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak
mengambil manfaat dari barang tersebut.

Berkenaan dengan pendapat diatas, dapat di analisa bahwa Jumhur Ulama

Hanafiyyah melarang penggadai anfaatkan barang gadai, menurutnya

yang berhak memanfaatk rima gadai (murtahin), karena
hak penguasaan ada jadi sah saja jika penerima

gadai (murtahin) an Ulama Syafi’iyah

pihak, dan pemanfaatan dari barang gadai tersebut termasuk biaya perawatan.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab

IV, maka dapat ditarik kesimpulan se
5.1.1 Doi’ Pateka’ sanga awinan, bukan hanya sebagai
syarat dalam perkawin uang belanja gsi sebagai kelancaran dan

pandangan masyarakat

dahnya Doi’ Pateka’ anang Kab.

oi’ Pateka’ dalam ta anang Kab.

bersifat positif dan negatif.

teka’ yitu orang gin menikah

maka bisa an transaksi

Bank atau

Dampak negatif tersebut yakni‘jika seseorang yang melakukan sitem gadai
sawah di Kanang, di dalam perjanjian transaksi tersebut si penggadai dan penerima
gadai sepakat bahwa manfaat atau hasil dari sawah tersebut akan dikelolah oleh pihak

penerima gadai, kemudian dalam transaksi tersebut batasan untuk pelunasan utang

77
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juga di berikan batasan misal jika dalam 5 tahun si penggadai tidak bisa melunasi
utangnya maka barang jaminan yang di jadikan sebagai jaminan utang si penggadai
akan jatuh ketangan si penerima gadai. Nah disini lah yang jadi permasalahan akan

transaksi gadai yang dilakukan masyarakat kanang karna jika seseorang yang

menggadaikan sawahnya juga tida i mendapatkan uang karna sawah yang

diharapkan untuk menghasi ikan, maka karena sebab itulah

antau untuk bisa melunasi

Pateka etapi hukumnya mubah,
g melarang. Kemudian lam tentang

aik rahin maupun murt e atkan barang

endapat izin dari masing- pemanfaatan

an yang ada
perkawinan,

) dari syariat

5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat bermanfaat
dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan hukum ekonomi Islam dan agar
kedepannya dapat disempurnahkan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai

tindak lanjut dari penelitian ini.
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b. Polman (Analisis Hukum

1.Pertanyaan

ana tata cara m pemberian ateka?

ada dampa n oleh Doi’ Patel anang Kab.

o P PR

masyarakat
Kanang?

9) Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan
sawahnya?

10) Menurut Bapak (i) siapakah yang mengelola barang gadaian tersebut?
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Parepare. Kepada saya.

Nama 2 SO?A&M |

Alamat BRY

Pekerjaan : et

Polewali Mandar, Juli 2019

Yang diwawancarai,

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



WAWANCARA PENELITIAN
Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang
dilakukan oleh saudari Sri Wulandari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare. Kepada saya.
Nama Mud A0 $H

Alamat  : Kanan/)

Pekerjaan : Kegaa e podekangng

Polewali Mandar, Juli 2019

Yang diwawancarai,

=
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RIWAYAT HIDUP

SRl WULANDARI (15.2200.128), Lahir di Dusun

Karondang, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong,
Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. lahir
996 merupakan anak ke dua dari tiga

ngan Hamur dan Hamasia.

sama penulis
----------- ; pada tahun
\ Negeri 01
pada tahun 2015. melanjutkan
a Islam Negeri (1Al mengambil
Hukum Islam Program omi Syariah

2 pada tahun

dul skripsi: adai Sawah

at Kanang K
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